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KEPUTUSAN CAMAT KERJO

KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 9o.i / 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT KERJO NOMOR : 900.1/48
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), VERIFIKATOR DAN
PEMBUAT DAFTAR DAN PENGURUSAN GAJI PADA KECAMATAN KERJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KERJO

a. bahwa sehubungan dengan adanya pensiun Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Kecamatan Kerjo yang menduduki jabatan
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) pada
Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan
Camat Kerjo Nomor 900.1/48 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana
Teknis Keuangan (PPTK), Verifikator dan Pembuat Daftar dan
Pengurusan Gaji Pada Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2024
perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kerjo
tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Kerjo Nomor
900.1/48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Keuangan (PPTK), Verifikator dan Pembuat Daftar dan
Pengurusan  Gaji Pada  Kecamatan Kerjo  Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
(Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12,

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
(Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);



Menetapkan

Tembusan :

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023,
tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT KERJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN CAMAT KERJO NOMOR 900.1/48 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN
(PPTK), VERIFIKATOR DAN PEMBUAT DAFTAR DAN
PENGURUSAN GAJI PADA KECAMATAN KERJO TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Camat Kerjo Nomor
900.1/48 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK),
Verifikator dan Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji Pada
Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

Pasal 2

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo

1. Inspektur Kab. Karanganyar;

2. Kepala BKD Kab. Karanganyar;

3. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KERJO

NOMOR 900.1 /49 TAHUN 2024
TANGGAL 01 APRIL 2024

TENTANG

KEPUTUSAN CAMAT KERJO TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
CAMAT KERJO NOMOR 900.1/48 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEUANGAN (PPTK), VERIFIKATOR DAN
PEMBUAT DAFTAR DAN PENGURUSAN
GAJI PADA KECAMATAN KERJO TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, VERIFIKATOR DAN PEMBUAT DAFTAR
DAN PENGURUSAN GAJI

No

Nama / NIP

Jabatan
dalam Dinas

Jabatan dalam Pengelolaan
Keuangan OPD

2

3

4

TOTOK MULYONO, SH.MM

LILIK SETYO PRIHADI, SH.
NIP.19730728200604 1004

KARIYADI AGUNG WINARNO
NIP.197706212010011003

Sekretaris
Camat

Kasubag.
Perencanaan
dan
Keuangan

Plt. Kasubag.
Umum dan
Kepegawaian

1. Pejabat Penatausahaan
Keuangan OPD (PPK-OPD)

1. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
3. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
1. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya
air, dan Listrik
3. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
4. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Teknis (PPTK)
sub kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

S. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan




FAJAR PRIHATMONO, SH.
NIP.19790726200604 1004

Kasi Tata
Pemerintahan

10.

11.

12,

13.

14.

barang cetakan dan
penggandaan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan
komponen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penataan Arsip
Dinamis pada SKPD
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan
bahan logistik kantor
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Pengadaan Mebel
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa




10.

NUR PUJIYATI, SP.
NIP.197510022006042003

WAWAN WIDARTO, S.S.T
NIP. 19830316 200404 1 005

SLAMET HARMADI, SE. MM
NIP.197005151992031006

SRI MULYANI, SH. MM.
NIP.197009261992102001

YUDI DARMANTO
NIP.197105112006041012

KARIYADI AGUNG WINARNO
NIP.197706212010011003

Kasi 1. Pejabat Pelaksana Teknis
Ketentraman Kegiatan (PPTK) sub
dan kegiatan Sinergitas
Ketertiban dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Kasi 1. Pejabat Pelaksana Teknis
Kesejahteraan Kegiatan (PPTK) sub
Sosial kegiatan Pembinaan
Kerukunan Antarsuku
dan Intrasuku, Umat
Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Kemanan Lokal, Regional,
dan Nasional
2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sub
kegiatan Pelaksanaan
Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan
Kasi 1. Pejabat Pelaksana Teknis
Pelayanan Kegiatan (PPTK) sub
Umum kegiatan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan Kepada
Masyarakat Di Wilayah
Kecamatan
Kasi 1. Pejabat Pelaksana Teknis
Pemberdayaan| Kegiatan (PPTK) sub
Masyarakat kegiatan Peningkatan
Desa Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat Di Wilayah
Kecamatan
Pengadminis | 1. Pembuat Daftar dan
trasi Umum Pengurusan Gaji
pada Subag
Umum dan
Kepegawaian
Pengelola 1. Verifikator
Sarana dan
Prasarana
pada Subag
Umum dan
Kepegawaian
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